PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 188.4/ 55 /S.VIDPMPTSP-2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 188.4/16/S.V/IDPMPTSP-2018 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
188.4/16/S.V/IDPMPTSP-2018 tentang Daftar Informasi Publik pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil evaluasi, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
tentang Daftar Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 272);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 85);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Tengabh;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Daftar Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang waijib
diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
2 7 FEB 2020

NIP 19640905 199303 1 001

Tembusan:
1. Gubemur Kalimantan Tengah.
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor
Tanggal
Tentang

1 188.4/

/S.V/IDPMPTSP-2020

: Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.4/16/S.V/DPMPTSP-2018 tentang Daftar
Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

Informasi Jangka
Pejabat/Unit/Satker Penanggung Jawab W::::p:z:n I an::;uaksi Wajib Waiib Waiib Informasi Waktu
No. Jenis Informasi Yang Menguasai Ringkasan Isi Informasi Pembuatan/Penerbitan Pembuatan yang Diumumkan Dium ujmkan Dise d:akan yang Penyimpan
Informasi Informasi informasi Tersedia Secara Serta Merta | Setiap Saat Dikecualika an/ _
Berkala n Retensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Profil DPMPTSP DPMPTSP Struktur Organisasi, gambaran umum |Kasubag Umum & DPMPTSP |Softcopy dan v
dan profil singkat pejabat Kepegawaian Hardcopy
informasi tentang kedudukan, ruang Kasubag Umum & DPMPTSP |Softcopy dan
lingkup kegiatan DPMPTSP Kepegawaian Hardcopy
Visi dan Misi DPMPTSP Kasubag Umum & DPMPTSP |Softcopy dan v
Kepegawaian Hardcopy
Jumlah PNS berdasarkan : Struktural; |Kasubag Umum & DPMPTSP |Softcopy dan v
Fungsional; Pendidikan; Gender Kepegawaian Hardcopy
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Umum & DPMPTSP |Softcopy dan v
DPMPTSP Kepegawaian Hardcopy
Tanda Terima penyampaian LHKPN Operator LHKPN DPMPTSP |Softcopy dan v
Hardcopy
2 |Program & kegiatan DPMPTSP Renstra dan Renja DPMPTSP Kasubbag Program DPMPTSP |Softcopy dan v
Hardcopy
Rekapitulasi DPA-SKPD Kasubbag Program DPMPTSP |Softcopy dan v
Hardcopy
3 |Laporan Keuangan DPMPTSP Ringkasan Laporan Keuangan yang Kasubbag Keuangan dan | DPMPTSP |Softcopy dan v
meliputi : - LRA, - Neraca, - Daftar Aset |Aset Hardcopy
dan Investasi
4 |Laporan dan Prosedur DPMPTSP Ringkasan Laporan Akses Informasi Seksi Informasi dan DPMPTSP |[Softcopy dan v
Akses Informasi Publik : - JIh. Permintaan yang Pengaduan Hardcopy

diterima, -Waktu, JIh. Pemberian dan
Penolakan, - alasan Penolakan




Informasi Jangka
Pejabat/Unit/Satker Penanggung Jawab WTa"t“ dan | Bentuk Wajib N - informasi | Waktu
. . i " . . i empat Informasi , Wajib Wajib .
No. Jenis Informasi Yang Menguasai Ringkasan Isi Informasi Pembuatan/Penerbitan Diumumkan| .. L yang Penyimpan
Informasi Informasi SembUstan yang Secara RIGMIERIAnY DisSdiSkan Dikecualika an/
Informasi Tersedia Serta Merta | Setiap Saat .
Berkala n Retensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 |Informasi Kinerja DPMPTSP LAKIP, LPPD, LKPj Kasubbag Program DPMPTSP |Softcopy dan v
Hardcopy
DPMPTSP Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman |Bidang Pengawasan & DPMPTSP |Softcopy dan v
Modal Pengendalian Hardcopy
Penanaman Modal
DPMPTSP Pembinaan, Pengawasan dan Bidang Pengawasan & DPMPTSP |Softcopy dan v
Pengendalian Penanaman Modal Pengendalian Hardcopy
Penanaman Modal
DPMPTSP Perkembangan Investasi PMA/PMDN  |Bidang Pengawasan & DPMPTSP |Softcopy dan v
Pengendalian Hardcopy
Penanaman Modal
DPMPTSP Jumlah Target dan Realisasi Investasi |Bidang Pengawasan & DPMPTSP |Softcopy dan v
Pengendalian Hardcopy
Penanaman Modal
DPMPTSP Data RUPM Provinsi, Kabupaten / Kota [Bidang Perencanaan dan | DPMPTSP |Softcopy dan v
se Kalimantan Tengah Pengembangan [klim Hardcopy
Penanaman Modal
DPMPTSP Data Potensi Unggulan Provinsi Bidang Perencanaan dan | DPMPTSP |Softcopy dan v
Kalimantan Tengah Pengembangan lklim Hardcopy
Penanaman Modal
DPMPTSP Data Peluang Investasi Provinsi Bidang Perencanaan dan | DPMPTSP |Softcopy dan v
Kalimantan Tengah Pengembangan lklim Hardcopy
Penanaman Modal
DPMPTSP Rekapitulasi 1zin yang telah diterbitkan |Bidang Pelayanan DPMPTSP |Softcopy dan v
Terpadu Satu Pintu Hardcopy
6 |Regulasi DPMPTSP Peraturan Penanaman Modal dan DPMPTSP DPMPTSP ([Softcopy dan v
Perizinan (PTSP) Hardcopy
DPMPTSP SOP-AP di DPMPTSP Sekretariat DPMPTSP DPMPTSP |Softcopy dan v
Hardcopy
DPMPTSP SOP Perizinan Bidang Pelayanan DPMPTSP |Softcopy dan v

Terpadu Satu Pintu

Hardcopy




Informasi Jangka
Pejabat/Unit/Satker Penanggung Jawab W;(I:: ::n Ian:'r‘ltnuaksi Wajib Waiib Waiib Informasi Waktu
No. Jenis Informasi Yang Menguasai Ringkasan Isi Informasi Pembuatan/Penerbitan Pembupatan yang Diumumkan Diumujrlnkan Dise::Iakan yang Penyimpan
Informasi Informasi Informasi Tersedia Secara Serta Merta | Setiap Saat Dikecualika an/ )
Berkala n Retensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 |Daftar Informasi Publik DPMPTSP Daftar Informasi Publik Dinas Sekretariat DPMPTSP DPMPTSP v
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
8 |Pengadaan Barang dan DPMPTSP Informasi tentang pengumuman Operator Sirup DPMPTSP |Softcopy dan v
Jasa pengadaan barang dan jasa, rencana Hardcopy
kerja proyek, perjanjian badan publik
dengan pihak ketiga.
9 |Data Agenda Promosi DPMPTSP Agenda Pameran Promosi, Dagang dan |Bidang Promosi DPMPTSP |Softcopy dan v
Investasi Investasi Penanaman Modali Hardcopy
10 |Informasi tentang DPMPTSP Daftar revisi jumlah layanan PTSP, Bidang Pelayanan DPMPTSP |Softcopy dan v
perubahan informasi Diagram alur prosedur perizinan, Daftar | Terpadu Satu Pintu Hardcopy
layanan pada PTSP, yaitu syarat administrasi perizinan.
1. Penambahan jumlah
layanan karena ada
pelimpahan kewenangan
2. Perubahan prosedur
perizinan
3. Perubahan syarat
administrasi
4. Perubahan kemudahan
layanan
11 |Data alamat Dinas DPMPTSP Daftar Alamat, Nomor Kontak, email Sekretariat DPMPTSP DPMPTSP |Softcopy dan v
Penanaman Modal dan dan alamat website Kantor Penanaman Hardcopy
PTSP Kabupaten/Kota se- Modal dan Perizinan Kab./ Kota se
Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah




Informasi Jangka
Pejabat/Unit/Satker Penanggung Jawab WTa_ktu e senmk . Waijib .. .. Informasi Waktu
. . X . . . . empat Informasi . Wajib Wajib N
No. Jenis Informasi Yang Menguasai Ringkasan Isi Informasi Pembuatan/Penerbitan Diumumkan| . oo yang Penyimpan
Informasi Informasi FSmbuasan yang Secara D WUMKAT, QiDSdiakan Dikecualika an/
Informasi Tersedia Serta Merta | Setiap Saat i
Berkala n Retensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 |Data Pengaduan dan DPMPTSP Informasi tentang Laporan Pengaduan |Bidang Pelayanan DPMPTSP |Softcopy dan v
Pelanggaran Penyelenggaraan PTSP Terpadu Satu Pintu Hardcopy
DPMPTSP Informasi tentang Tata Cara Sekretariat DPMPTSP DPMPTSP |Softcopy dan v
Pengaduan Penyalagunaan Wewenang Hardcopy
atau pelanggaran yang dilakukan oleh
Pejabat Badan Publik
13 |Surat-menyurat DPMPTSP Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar  |Kasubbag Umum dan DPMPTSP |Softcopy dan
Kepegawaian Hardcopy
14 |Agenda Pimpinan DPMPTSP Agenda Kegiatan DPMPTSP Sekretariat DPMPTSP DPMPTSP |Softcopy dan v
Hardcopy
Februari 2020

Palangka Raya,

. 19650905 199303 1 001




